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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam suatu aktivitas bisnis, masalah pembiayaan menempati 

posisi yang sangat signifikan, karena tanpa kelancaran transaksi financial 

kinerja pelaku usaha akan mengalami hambatan dan untuk 

mengantisipasi hal tersebut para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi 

bisnis kerapkali mengikut sertakan pihak ketiga untuk menjamin likuiditas 

dana. Dalam mengakomodasi kepentingan tersebut, pelaku bisnis 

memanfaatkan jasa lembaga keuangan seperti perbankan. 

Lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dan 

strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, disebabkan salah 

satu tolak ukur kemajuan suatu negara adalah kemajuan ekonominya dan 

tulang punggung dari kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis, maka bank 

merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan kepada 

masyarakat yang membutuhkannya. 
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Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara dan 

bank merupakan lembaga keuangan yang dapat memobilisasi dana 

masyarakat secara efektif yaitu sebagai penghimpun dana dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk pembiayaan kegiatan 

yang produktif bagi masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut 

menunjukkan bahwa bank merupakan suatu lembaga keuangan yang 

sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian dan perdagangan. 

Dengan semakin banyak bank di Indonesia, maka semakin banyak 

pula produk atau jasa bank yang ditawarkan kepada masyarakat, hal ini 

merupakan tanda persaingan antar bank semakin meluas, sehingga 

masyarakat harus memilih berdasarkan kelebihan dari produk-produk 

terbaik yang ditawarkan bank tersebut. 

Salah satu jasa lembaga perbankan dalam menunjang aktivitas 

bisnis tersebut adalah bank garansi. Penerbitan bank garansi merupakan 

salah satu jasa layanan yang ditawarkan perbankan untuk membantu 

kelancaran dunia usaha. Jasa layanan tersebut selaras dengan amanat 

pasal 1 butir 3 Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, yang 

menyebutkan bahwa: 

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 
secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang 
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
 
 
Bank garansi merupakan salah satu jasa bank yang ditawarkan 

oleh bank disamping jasa-jasa lainnya. Penerbitan bank garansi oleh bank 

merupakan salah satu cara untuk menunjang pembangunan yang 
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dilakukan oleh sektor swasta, khususnya di bidang konstruksi dan infra 

struktur lainnya dimana bank garansi itu diterbitkan dengan tujuan untuk 

menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan suatu proyek dari mulai 

terjadinya tender sampai dengan penyelesaian proyek tersebut. Bank 

garansi merupakan perjanjian penanggungan yang diatur dalam Pasal 

1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Istilah bank garansi berasal dari bahasa Inggris guarantee atau garanty 

yang berarti menjamin atau jaminan. 1  Menjamin atau jaminan dalam 

perjanjian bank garansi dimaksudkan sebagai tindakan dari pihak garantor 

untuk menjamin jika pihak yang dijamin tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana yang diperjanjikan, misalnya tidak membayar hutang-

hutannya, si garantor tersebutlah yang akan melaksanakan atau 

mengambil alih kewajiban tersebut, jadi apabila bank yang menjadi 

garantor, maka banklah yang akan melaksanakan atau mengambil alih 

kewajiban tersebut.2  

 
1 H.R. Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2005),hal. 157 

2 Ibid, hal. 158 
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Secara sederhana bank garansi dapat diartikan sebagai jaminan 

untuk memenuhi suatu kewajiban nasabah, apabila nasabah yang dijamin 

oleh bank tersebut dikemudian hari tidak memenuhi kewajiban kepada 

pihak lain sebagaimna yang telah diperjanjikan, berdasarkan risiko 

pemberian bank garansi Bank Indonesia sebagai pembina perbankan 

nasional, dalam surat edarannya pada butir 1 Surat Keputusan Direksi 

Bank Indonesia (SKBI) No. 11/110/Kep/Dir/UUPB tanggal 28 Maret 1979 

tentang Pemberian Jaminan oleh bank dan pemberian jaminan oleh 

lembaga keuangan bukan bank, menyebutkan “Jaminan adalah warkat 

yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang 

mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima 

jaminan apabila jaminan pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi)”.   

Bank garansi merupakan suatu perjanjian tertulis yang isinya bank 

menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna 

memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan 

dengan syarat-syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu 

apabila terjamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya 

kepada penerima jaminan.  

Atas pemberian bank garansi tersebut, maka bank akan menerima 

fee dari terjamin berupa sejumlah uang tertentu yang disebut provisi. 

Jumlah provisi ini dihitung atas dasar prosentase (%) tertentu dari jumlah 
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bank garansi untuk jangka waktu tertentu pula.3  Perjanjian bank garansi 

adalah kesepakatan pemberian bank garansi oleh perbankan kepada 

terjamin yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian 

bank garansi sebagaimana diatur dalam Pasal 1824 KUHPerdata, pada 

pasal tersebut menentukan bahwa penanggungan (jaminan) harus 

ditentukan secara tegas meski tidak harus secara tertulis. Namun 

sebagaimana lazimnya, suatu perjanjian perbankan selalu dituangkan 

dalam suatu bentuk akta tertulis untuk menjamin kepentingan hukum para 

pihak. Berdasarkan surat perjanjian bank garansi tersebut bank akan 

memberikan surat garansi bank kepada terjamin untuk diserahkan kepada 

penerima jaminan. 4   Bank garansi merupakan salah satu jasa yang 

diberikan kepada pemilik pekerjaan/pemakai jasa dalam hal ini adalah 

penerima bank garansi yaitu PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera 

dalam meningkatkan usahanya atau proyek yang dijalankan. Dalam 

pembuatan suatu perjanjian bank garansi melibatkan beberapa pihak yaitu 

bank, penerima pekerjaan/penyedia jasa (pemborong)  yaitu PT Berkah 

Tiga Usaha dan untuk memperoleh bank garansi, pihak penerima 

pekerjaan yaitu  PT Berkah Tiga Usaha  harus mengajukan permohonan 

tertulis kepada bank yang dikehendaki, dan biasanya dari sebuah bank 

yang memang perusahaan tersebut adalah nasabah dari bank yang 

 
3  Ahmad Anwari, Garansi Bank Menjamin Usaha Anda, (online)   
http://www.solusihukum.com/artikel/artikel34.phpSumber diakses tanggal 11 Januari 
2020 Pukul 19:01 WIB.  

4 Ibid, hal. 24 

http://www.solusihukum.com/artikel/artikel34.phpSumber
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bersangkutan, karena ini menyangkut kredibilitas dari perusahaan yang 

ingin dijamin oleh bank melalui bank garansi tersebut. Akan tetapi 

sebelum bank menyetujui permohonan tersebut, pihak bank harus terlebih 

dahulu menganalisa calon pemborong tersebut yang dijelaskan dalam 

Pasal 8 Undang-Undang Perbankan dan Surat Edaran Bank Indonesia 

No. 23/5/UKU/1991 tanggal 28 Pebruari 1991, agar setiap  produk jasa 

bank garansi harus diminimalisir kesalahan-kesalahan dikemudian hari  

untuk dapat memberikan kontribusi keuntungan bagi bank dan para pihak, 

dan yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi dalam 

pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan. Peningkatan 

pembangunan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi perlu ditunjang 

dengan peningkatan dana pembangunan. Dalam suatu aktivitas bisnis, 

masalah pembiayaan menempati posisi yang signifikan. Tanpa kelancaran 

transaksi financial, kinerja pelaku usaha akan mengalami kelambatan dan 

untuk mengantisipiasi hal tersebut, para pelaku usaha  yang terlibat dalam 

suatu bisnis kerapkali mengundang pihak ketiga untuk menjamin likuiditas 

dana, guna mengakomodasi kepentingan usaha dan para pelaku bisnis 

sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Berkah Tiga Usaha dalam 

mengerjakan proyek pengerukan pasir yang diberikan oleh PT. Berkah 

Kawasan Manyar Sejahtera dimana dalam proyek kerjasama ini PT 

Berkah Tiga Usaha sebagai penerima pekerjaan harus memanfaatkan 

jasa lembaga keuangan seperti PT. Bank Syariah Bukopin. Dalam 

menunjang proyek kerjasama tersebut, pelaku usaha PT. Berkah 
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Kawasan Manyar Sejahtera sebagai pemberi kerja, tentunya   

memerlukan penjaminan dalam setiap transaksi keuangan dalam aktivitas 

pekerjaannya dari pihak penerima kerja PT Berkah Tiga Usaha, disinilah 

bank garansi berperan sebagai penjamin sekaligus dapat berfungsi untuk  

menambah kepercayaan dikalangan pengusaha.5  Bank garansi tersebut 

dibutuhkan oleh PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera sebagai pemberi 

kerja karena telah terlebih dahulu melakukan prestasi dengan 

memberikan uang muka kepada penerima kerja PT Berkah Tiga Usaha 

sebagai modal kerja, sehingga jaminan dari uang muka yang telah 

diberikan tersebut, maka PT Berkah Tiga Usaha harus memberikan   bank 

garansi yang dalam hal ini diterbitkan oleh PT. Bank Syariah Bukopin 

yang berfungsi sebagai penjamin kepada PT. Berkah Kawasan Manyar 

Sejahtera. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Berkah 

Tiga Usaha dengan PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, PT Berkah 

Tiga Usaha sebagai penerima pekerjaan melakukan wanprestasi, maka 

PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera yang merupakan pemegang bank 

garansi melakukan pencairan kepada Bank Syariah Bukopin yang 

kedudukannya sebagai penjamin dan ternyata Bank Syariah Bukopin 

menolak pencairan yang dilakukan oleh pemegang bank garansi. Dalam 

proses penolakan pencairan bank garansi  yang diajukan oleh PT. Berkah 

Kawasan Manyar Sejahtera sebagai pemegang bank garansi, maka PT. 

Bank Syariah Bukopin harus dapat memberikan alasan hukum yang 

 
5 Arif, dkk, Strategi dan Operasional Bank, (Bandung: PT. ERESCCO, 1996) hal. 74    
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menjadi dasar penolakan pencairan produk bank garansi yang diterbitkan 

sendiri olehnya dan mengapa harus dihubungkan dengan wanprestasi 

dalam perjanjian  kerjasama yang dilakukan oleh para pihak yang telah 

mengadakan perjanjian kerjasama sebelumnya, sementara perjanjian 

kerjasama tersebut merupakan perjanjian tersendiri/pokok antara pihak 

Terjamin dengan pemegang bank garansi, sehingga dengan penolakan 

pencairan ini menimbulkan gugatan hukum yang dilakukan oleh pihak 

yang merasa dirugikan yaitu PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera 

(pemegang bank garansi) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 

sehubungan dengan penolakan pencairan bank garansi PT. Berkah 

Kawasan Manyar Sejahtera oleh pihak penjamin yaitu PT. Bank Syariah 

Bukopin dengan dasar adanya wanprestasi berupa tidak dipenuhinya 

perizinan untuk pekerjaan reklamasi di lokasi proyek pekerjaan Angkutan 

Pasir dan Normalisasi Tanah di JIIPE-Manyar, Gresik. Bank garansi 

sendiri pada hakikatnya merupakan suatu garansi dalam bentuk warkat 

yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar 

terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin 

ternyata cidera janji (wanprestasi)6  atau dengan kata lain jaminan dari 

bank penerbit bank garansi bahwa bank penerbit bank garansi akan 

memenuhi kewajibannya.  

 
6 Pasal 1 ayat (3) huruf (a) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR 

tanggal 18 Maret 1991 
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Walaupun pemberian bank garansi telah memberikan kontribusi 

yang penting bagi kesinambungan dunia usaha di Indonesia, tetapi jangan 

dilupakan dalam pelaksanaannya pihak perbankan harus tetap tegas dan 

memegang teguh asas prinsip kehati-hatian (prudential banking) untuk 

meminimalisir resiko bagi bank itu sendiri tanpa harus mempersulit 

nasabah (pihak terjamin atau yang dijamin) dan juga tanpa mengurangi 

efisiensi maupun efektifitas penyaluran dana bagi pelaku usaha yang 

memerlukan. Sehingga dengan kasus tersebut untuk kemudian hari dapat 

dijadikan motivasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.  

Selanjutnya penulis, dalam penelitian ini mengkhususkan dengan 

menganalisa lingkup permasalahan yang ada yaitu kasus yang terjadi 

dalam penolakan pencairan bank garansi oleh bank penerbit dengan 

mengangkat judul ANALISIS HUKUM PENOLAKAN PENCAIRAN BANK 

GARANSI OLEH BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG KELAPA 

GADING (STUDI KASUS PT BERKAH KAWASAN MANYAR 

SEJAHTERA SEBAGAI PENERIMA BANK GARANSI DENGAN PT 

BERKAH TIGA USAHA SEBAGAI TERJAMIN). 

 

B. Rumusan Masalah 

                        Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di latar 

belakang tidak hanya terbatas pada PT Bank Syariah Bukopin, tetapi juga 

tetap menganalisa perjanjian para pihak yang mengadakan perjanjian 
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kerja tersebut, sesuai dengan pembatasan, maka dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1.  Bagaimana upaya hukum yang dilakukan pihak penerima bank 

garansi terhadap penolakan pencairan bank garansi oleh bank 

penjamin apabila pihak terjamin telah melakukan wanprestasi?   

2.  Bagaimana bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian bank 

sebagai alasan menolak pencairan bank garansi?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Secara spesifik tujuan penelitian adalah pernyataan yang 

dirumuskan secara konkrit, tegas dan sederhana tentang hal-hal yang 

ingin diungkapkan atau dijawab melalui penelitian yang kita laksanakan7. 

tujuan penelitian juga berhubungan secara fungsional dengan rumusan 

masalah penelitian.8 

Tujuan penelitian berkaitan dengan paradigma “science of process” 

dalam artian penelitian dalam penulisan tesis ini adalah untuk memberikan 

kontribusi secara teoritik khususnya dalam pengembangan teori, konsep 

dan asas-asas hukum disisi lain tujuan umum penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a) Mengembangkan pola pemikiran dan pemahaman hukum yang tidak 

terbatas hanya pada hukum positif dan dogmatis tetapi 

 
7 Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana, 2007) hal 154 

8 Ibid 
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mengembangkan ke arah berpikir yang lebih progresif untuk 

pengembangan hukum dan penemuan hukum. 

b) Pengembangan studi hukum untuk meningkatkan kamahiran teoritis 

akademis, kemampuan berpikir kritis secara ilmiah, serta mampu 

melihat dan mengamati perkembangan hukum maupun penerapannya 

untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. 

c) Mengetahui dan menganalisis asas hukum yang berkaitan dengan 

judul Tesis dan menjawab Rumusan Masalah. 

Berdasarkan tujuan umum dari penelitian tersebut, maka tujuan dari 

pada penyusunan tesis ini untuk menjawab dari rumusan masalah adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan pihak penerima bank 

garansi terhadap penolakan pencairan bank garansi oleh bank 

penjamin apabila pihak terjamin telah melakukan wanprestasi.                  

2. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian bank sebagai 

alasan menolak pencairan bank garansi.  

D. Manfaat Penelitian    

Hasil suatu penelitian semestinya harus dapat dimanfaatkan oleh 

yang membutuhkan, peneliti harus menyebutkan secara spesifik dan 

secara lengkap siapa saja yang menurut peneliti yang menerima manfaat 
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dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bisa tenaga profesional, 

penentu kebijakan, institusi akademisi, dan lain sebagainya.9 

1) Manfaat Teoritis  

Secara teoritis manfaat penelitian dapat memperkaya dan 

menambah ilmu pengetahuan khususnya yang berkenaan dengan studi 

hukum, upaya hukum dalam penyelesaian kasus perdata khususnya 

hukum perbankan.     

Penelitian ini diharapkan dapat lebih memperkaya literatur dibidang 

hukum perdata khususnya dalam dunia hukum perbankan. 

2) Manfaat Praktis  

Selain manfaat teoritis penelitian ini juga diharapkan membawa 

manfaat Praktis yaitu memberikan tambahan pemahaman kepada para 

pihak-pihak yang berkepentingan, mahasiswa ataupun masyarakat   

dalam kasus ini adalah pelaku usaha yang mencari keadilan.           

E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konsep pada penulisan ini adalah berupa istilah-istilah 

yang digunakan dalam penyusunan tesis ini untuk mempermudah dan 

untuk memperoleh kesamaan pengertian yang dihimpun dari berbagai 

sumber khususnya dalam peraturan perundang undangan yang berlaku 

yang mempunyai korelasi dengan judul tesis termasuk undang-undang 

 
9 M Sopiyudin Dahlan. Langkah -Langkah Membuat Proposal Penelitian, (Jakarta: CV 
Sagung Seto, Seri 3, 2008) hal. 11 
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No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan peraturan 

perundangan-undangan yang terkait lainnya. 

Peristilahan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini kiranya 

dapat dimengerti berdasarkan definisi-definisi sebagai berikut:  

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak.10 

2. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang 

Bank Syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, 

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya.11 

3. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.12 

4. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.13 

5. Bank Garansi adalah jaminan pembayaran dari bank yang diberikan 

kepada pihak penerima jaminan (bisa perorangan maupun badan 

 
10  Undang-Undang No. 10 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 
Tentang Perbankan Bab I Pasal 1 ayat 2  

11 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Bab I Pasal 1.  

12 Ibid, Bab I Pasal 1, ayat 3 

13 Ibid, Bab I Pasal 1, ayat 8 
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hukum dan biasa disebut Beneficiary) apabila pihak yang dijamin 

(biasanya nasabah bank penerbit dan disebut Applicant) tidak dapat 

memenuhi kewajiban atau cidera janji (Wanprestasi).  

6. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antara para pihak untuk 

bersama-sama mencapai suatu atau beberapa tujuan yang sama 

dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu sikap tindak hukum 

tertentu.14 

7. Perjanjian penanggungan (borgtocht) adalah suatu persetujuan di 

mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk 

memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi 

perikatannya.15  

8. Wanprestasi adalah suatu hal yang tidak terlaksananya atau tidak 

terpenuhinya prestasi yang diperjanjikan oleh pihak yang berkewajiban 

menunaikannya bagi pihak lain, tanpa sebab-sebab yang dapat 

dibenarkan atau tanpa ada alasan yang bisa dimaklumi.16    

9. Penjamin adalah bank sebagai pihak yang memberikan jaminan. 

10. Terjamin adalah pihak yang diberikan jaminan oleh bank. 

11. Penerima jaminan adalah pihak yang menerima jaminan dari bank.17  

 
14 Ridwan Halim, Pengantar Hukum Indonesia, (Bogor: Penerbit Gahlia Indonesia, 2007), 

hal 287 

15 Pasa 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  

16 A. Ridwan Halim, Perngantar Hukum Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hal., 

300 

17 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi kedua (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2014), hal. 87 



15 

 

F. Kerangka Teori  

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat 

teori, tesis mengenai suatu permasalahan yang dapat dijadikan sebagai 

bahan teoritis bagi peneliti atau penulis.18 

Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan teori 

hubungan hukum sebagai bahan penelitian.  

1) Teori Hubungan Hukum (rechttsbetrekkingen), diartikan sebagai 

hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana 

terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu 

dengan masyarakat atau masyarakat yang satu dengan masyarakat 

yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang 

satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. 19  

hubungan hukum terjamin pada hak dan kewajiban yang diberikan 

dan dijamin oleh hukum. Hak dan kewajiban timbul karena adanya 

peristiwa hukum, menurut van Apeldorn 20  peristiwa hukum adalah 

peristiwa yang berdasarkan hukum yang menimbulkan atau 

menghapuskan hak. Berdasarkan peristiwa hukum maka hubungan 

hukum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: 

 
18  Purnama Tioria Sianturi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan 

Tidak Bergerak Melalui Lelang, edisi revisi (Bandung: Mandar Maj, 2013), hal. 10 

19 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, cetakan kedelapan (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 

hal. 269 

20 Ibid, hal. 251 
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a)   Hubungan hukum yang bersegi satu (eenzijdige 

rechtsbetrekkingen), di mana hanya terdapat satu pihak yang 

berwenang yang memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak 

berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata) sedangkan pihak 

yang lain hanya memiliki kewajiban.   

b)   Hubungan hukum bersegi dua (tweezijdige rechtsbetrekkingen) 

yaitu hubungan hukum antara dua pihak yang disertai adanya hak 

dan kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak 

masing-masing berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari 

pihak lain, sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban 

memberi sesuatu kepada pihak lainnya, misalnya hubungan kerja 

antara pengusaha dengan pekerja/buruh. 

c) Hubungan antara satu subyek hukum dengan semua subyek 

hukum lainnya, hubungan ini terdapat dalam hal hak milik 

(eigendomrecht). 

Logemann sebagaimana dikutip oleh Soeroso, berpendapat 

bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang 

berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan “plicht 

subject”. dengan demikian setiap hubungan hukum mempunyai 2 

(dua) segi yaitu kekuasaan/wewenang atau hak (bevoegdheid) dan 

kewajiban kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek 

hukum dinamakan “hak”, yaitu kekuasaan/kewenangan untuk 
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berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak 

itu. 

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan 

kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu 

mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling 

berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan 

konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi 

kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. 

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai 

perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau 

perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada 

perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu 

dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut 

ke dalam sebuah hak hukum.  

Dalam ilmu hukum “hak” disebut juga hukum subjektif, 

dimana hukum subjektif tersebut merupakan segi aktif daripada 

hubungan hukum yang diberikan oleh hukum objektif (norma-norma, 

kaidah, recht).  

2) Teori Perlindungan Hukum. Penelitian ini sangat terkait dengan 

nasabah dan perlindungan hukum, oleh karena itu perlu diuraikan 

terlebih dahulu konsep perlindungan hukum, konsep nasabah, konsep 

perjanjian dan konsep bank syariah. 
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Tinjauan umum tentang perlindungan hukum, menurut Satjipto 

Rahardjo bahwa hukum melindungi kepentingan dengan seseorang 

dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak 

dalam rangka kepentingannya tersebut.21 E.M. Mayers mengatakan 

bahwa hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan 

kesusilaan ditinjau kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat 

dan menjadi pedoman penguasa-penguasa negara dalam melakukan 

tugasnya.22 

Perlindungan hukum merupakan pengakuan hak dan 

kewajiban individu sehingga perlindungan terkait dengan distribusi. 

Perlindungan hukum kepada nasabah dimaksudkan agar tidak terjadi 

keuntungan yang tidak wajar tidak sebanding besarnya kepada suatu 

pihak, sedangkan pihak lain dalam waktu yang sama semakin 

terdesak kepentingannya.23 

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 

kepada subyek hukum dalam perangkat hukum baik yang bersifat 

preventif maupun yang bersifat refresif, baik yang tertulis maupun 

 
21 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 131 

22 http://hukum.blogspot.com/2012/06/pengertian-hukum-menurut -para-ahli.html, (online) 

diakses tanggal 19 Januari 2020 pukul 8:50 WIB.  

23  Hetty Hasanah, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen 

atas kendaraan Bermotor dengan Fidusia, dari 

http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html. Diakses pada tanggal 19 Januari 2020 

pada pukul 9:08 WIB.  

 

http://hukum.blogspot.com/2012
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tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu 

gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat 

memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan 

kedamaian.   

Teori perlindungan hukum Johanes Gunawan digunakan untuk 

menjelaskan bahwa perlindungan hak-hak nasabah harus dilakukan 

sebelum terjadinya transaksi ataupun setelah transaksi. Perlindungan 

hukum terhadap nasabah pada saat sebelum terjadinya transaksi (pra 

transaksi) melalui legislation yaitu peraturan perundang-undangan 

yang selanjutnya dijabarkan dalam Voluntary Self Regulation melalui 

peraturan yang dibuat oleh bank secara sukarela bagi dirinya sendiri 

agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan kegiatan 

usahanya. 24  Perlindungan hukum bagi nasabah adalah dengan 

melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen, meskipun beraneka 

ragam. 

Perlindungan hak-hak nasabah pra-transaksi meliputi 

perlindungan kebutuhan nasabah atas informasi tentang spesifikasi 

produk atau jasa perbankan. Informasi yang disediakan bank harus 

disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing nasabah sebagai 

dasar bagi nasabah untuk memilih dan membandingkan antara 

 
24 Hetty Hasanah, ibid, hal. 63 
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produk atau jasa perbankan yang satu dengan produk jasa perbankan 

lainnya. 

Perlindungan hak-hak nasabah pada saat transaksi merupakan 

perlindungan hukum yang diperoleh nasabah saat melakukan 

transaksi atau saat melakukan perjanjian kontrak baik simpanan 

maupun kredit. Tetapi kebanyakan perlindungan pada saat transaksi 

ini sering terabaikan oleh pihak bank itu sendiri, dengan membuat 

perjanjian secara sepihak atau dengan istilah lainnya perjanjian baku 

yang dibuat oleh suatu lembaga yang bersangkutan. 

Perlindungan hukum setelah melakukan transaksi (pasca 

transaksi) merupakan perlindungan hukum yang diberikan untuk 

melindungi sesudah adanya konflik yang disebabkan oleh kerugian 

yang dialami nasabah yang dirugikan dapat menggugat bank melalui 

lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa atau melalui 

peradilan umum di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para 

pihak yang bersangkutan. 25    

Prinsip-prinsip hukum perlindungan nasabah dalam ruang 

lingkup ekonomi dan kajian pengaturan kegiatan ekonomi 

diakomodasi oleh hukum ekonomi yang meliputi dua ranah hukum 

yaitu hukum publik dan hukum privat. Ranah hukum publik merupakan 

wilayah wewenang negara, dimana negara memasuki ranah publik 

 
25 Ibid, hal. 119 
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dalam berbagai campur tangan dalam rangka menjaga keseimbangan 

kepentingan masyarakat. Oleh karena itu hukum publik sifatnya 

mengatur dan memaksa. Sementara itu hukum perdata merupakan 

ranah pribadi atau privat pada subyek hukum yang saling melakukan 

interaksi dan transaksi, jadi sifatnya hanya mengatur saja.26  

Prinsip-prinsip yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum publik 

adalah:  

a. Prinsip keseimbangan kepentingan; 

b. Prinsip pengawasan publik; dan  

c. Prinsip campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi.  

Perlindungan hukum perlu diberikan kepada nasabah baik 

nasabah penyimpan maupun nasabah debitor, karena nasabah 

penyimpan dan debitor sama-sama sebagai konsumen bank yang 

tidak dapat menghindarkan diri dari kemungkinan terjadinya kerugian 

akibat terjadinya transaksi perbankan. Apalagi sejak awal terdapat 

perbedaan kepentingan antara nasabah dengan bank, bank selaku 

pelaku usaha dalam usahanya selalu didasari oleh prinsip ekonomi 

untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan modal 

semininal mungkin, sedangkan nasabah sebagai konsumen yang 

 
26 Ibid, hal 31 



22 

 

tidak dapat menghindari resiko kerugian financial akibat transaksi 

dengan bank.      

G. Metodologi Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini 

adalah metode penelitian yuridis normatif, dimana dilakukan berdasarkan 

bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, 

asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan 

pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, 

peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan 

dengan penelitian ini yang kemudian dilakukan analisa yang 

menghasilkan beberapa kesimpulan.  

  

1. Jenis dan sumber data  

a. Jenis data  

1) Data Primer, terdiri dari bahan-bahan yang diperoleh secara 

langsung dari sumber primer, yaitu dengan wawancara, 

kuisioner terhadap nara sumber.  

2) Data Sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung 

dengan membaca buku-buku yang dilakukan dengan 

penelitian kepustakaan (library research) 

b. Sumber data  

1) Sumber data primer, diperoleh dari instansi terkait.  
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2) Sumber data sekunder, yang bersumber dari: 

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat 

terdiri dari undang-undang tentang perbankan dan 

peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait 

dengan objek penelitian.   

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang 

bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, artikel 

hukum, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum dan putusan-

putusan pengadilan yang terkait dengan objek penelitian 

ini.  

c)  Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai 

bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang 

berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat khabar 

dan internet.  

c. Analisa data  

Kemudian data yang terkumpul di analisa secara kualitatif. 

Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan dari hasil tertulis 

maupun lisan diteliti dan dipelajari sebagai suatu bentuk yang utuh 

secara sistematis.  
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H. Sistematika Penulisan 

             Penulisan tesis ini terdiri dalam 5  (lima) Bab, yang terdiri dari :  

  BAB I  Pendahuluan 

Dalam Bab I ini akan membahas tentang latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, 

kerangka teori, metodelogi penlitian dan sistematika 

penulisan. 

     BAB II  Tinjauan Pustaka  

  Dalam Bab II ini membahas tentang tinjauan teori dan 

kepustakaan yang mengutarakan tentang teori-teori, 

baik itu teori hubungan hukum maupun teori 

perlindungan hukum khususnya teori hubungan 

hukum dan teori perlindungan hukum nasabah bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

yang terkait dengan penyusunan tesis serta kaitannya 

dengan hukum perikatan, dan definisi hukum 

perikatan itu sendiri.   

                 BAB III  Tinjauan Normatif  

Dalam Bab III ini membahas tentang tinjauan hukum 

normatif yang digunakan untuk penelitian ini yang 

berkaitan dengan hukum positif yang berlaku serta 

aturan-aturan hukum positif yang mengatur objek 

yang dibahas. 
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               BAB IV  Pembahasan Masalah Penelitian 

Dalam Bab IV merupakan pembahasan tentang 

Analisa hukum yang terdiri dari sub bab terhadap 

penolakan pencairan bank garansi oleh Bank Syariah 

Bukopin.    

                 Bab. V  Kesimpulan dan Saran 

Dalam Bab V ini terdiri dari kesimpulan yang didapat 

dari hasil pembahasan yang telah di analisa untuk 

menjawab permasalahan-permasalahan yang ada   

serta beberapa saran-saran yang disesuaikan 

dengan kesimpulan yang dikemukakan oleh penulis 

sebagai tindak lanjut dari hasil penelitiannya, 

kemudian dapat direkomendasikan dalam 

pelaksanaan penyelesaiannya.  

 

 


